LAPORAN HASIL FENELITIAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NO. 15 TAHUN 1988 TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I
DI KOTAMADIA DAERAH TINGKAT IT SEMARANG

OLEH :
TIM PENELITI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

W S e sk ke —— —— T Al bl el —————— Ay P S T L ek i sl b ———— . - - W

Dibiayaji Dengan Dana Proyek Operasional Dan Perawatan
Fasilitas Universitas Diponegoro : 201/XXII1/3/-/1995
Tanggal 28 Maret 1995




1. dudul : Penegakan Hukum Terhadap Pelak-
panaan Peraturan Dasersh Ho.

Tahun

15

1888 Tentang Pajak Pem-

bangunan I'Di Kotsmadia Daerah
Tingkat II Semarang

§ 2
: 3. Kepala Provek Penelitian :
a, Hama :
: L. HIP :
‘ c. Bolongan/Jahatan T
) 4. Jumlah Tim Peneliti

5. Lokaai Penelitian

[ 3]

6. Waktu Penalitian :
T. Blays Penelitian .

I
!
i
i
E
! !. 8. Sumber Biava H

Mengetehul

yrif, SH. MH, Menyetujui

Budi Gutami,SH.MH
130. 528. 433
IV b/Lektar Kepals

: 5 {lima) orang

Eotamadis Daerah Tingkat
Semrang

4 bulan
Rp. 1.500.000,-

OP & F

Semarang, Maret 1995

Kephla Pnovek Peflelitian

NP, 130 507 v31 Ketua Lembaga

Penelitian UNDIP

Prof.dr.Ag.

Scemantri H

— L akr — — ————— AT . et —Tw ——

NIP. 130 237 480

. Ruang Lingkup : Hukum Adminigtrasi Hegara (HﬁH}

II



RINGEASAN

Ranyak usaha Rumah Makan dan Rumah Pengineapan di

Rotamatdia Dasrah Tingkat 17 Semarang. Mengenai usaha Rumah -

Makan dan Rumah Penginepen telah diatur cieh Pamerintsh
Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang delam bentuk
Feraturan Daereh Kotamadia Tinokat I1 ( Peraturan Daerah
Tingkat 11), vaitu Peraturan Dasersh Kotamadia Dasrah Tingkat
11 Semarang Momor 15 Tahun 1986 Tentang Penetapsan Peraturan
Daerah Kotamadia Daerah Tingkat 1] Semarana Untuk Mengadakan

fgan memunaut. Pajiak Pembangunan 1 (disebut Jjuga Peraturan

-

Fsiak Pembanaumnan 13%.

Pelaksariaan dari Peraturan Daserah Kotamadia [Daerah
Tingkat. 1] Semarang Nomor 15 Tahun 19688 managhadapi banvak
kendaia. Kendala-kendala 1itu pntara lain ialah
Pemilik/Penousaha Rumah Makan dan Rumah Penginepan tidak
memperaunakan surat pasanan atad tanda buwkti pembavaran yang
disediskan Walikotamadia Kepelsz Daarah, tidak menyimpan
dengan batk duplikat surat. pesanan etau tanda bukti
pambavaran, tidak memperlihatken surat suret pesanan atau
taAnds bukti pembavaran/pemhukuan, serta catatan-catatan lain
vang diselencaarakannva kepada Peizghat/Petugas pajisk yang
sedang mencadskan pemeriksasan, atau dengan sengaja
memperlihatkan catatAn-cARteRtan palsuy kepada‘Pejabat
pemerikss, Untuk ity diperlukan tindakan tertentue dari Aparat
Pemerintah Daerah Tingkat IT Semarang yeng sslah satunys
melatui penegakan hukum, Penegakan bukum dilakukan secara
Praventif dan Represif. Penegakan hukum secars Preventif
berupa penvuluohan, penegrangan dan pengawasan terhadap

operasinonal usaha Rumeh Makan dan Rumah Penginapan. Panagakan
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hukum secars @ﬂprﬁﬂi%\hnrupn penerangan sankri pidana [/

kurungan nﬂ1ﬂma-1aﬁéﬁyﬁ  {fenem) bhulan atAu denda sehanvak-

banyaknva Rp. 50.000,- {Tima pulueh ribu rupiahl.



bpiam panelitian ini diteliti mengenai tindakan-
tindakan dari Aparat. Pemerintah Daersh Koptamasdis Daerah
Tingkat IJ Semarang galam menegakan Peraturen {aerah
kotamadia Daersh Tinakat 1] Semarang Nomor 15 Tahun 1988 dan
Juga kendala-kendala vang dihadapi o0leh Famerintah Daerah
kotamadia Daerah Tinokat 11 Semaranag,

Tujuan diltakukan penelitisn ini madalah untuk mengetahus
1 dalam praktik bagaimana penegakan hukum terhadep Parsturan
Daerah Kotamadie ODaerah Tingkat 11 Semarang Homor 15 Tahun
1T4AA d1 Kotamadia [aerah Tingkat 11 Semarang,

Metodolngi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Yuridis &oaiolngis dengan populasi semus Rumah
Makan vang ada di Kotemadia Daerah Tingkat IT Semarang dengan
sampel vama diambil secara purposive sampling vaitu 15 [1ima
helas} Rumah Makan dan 2 (dua) Instansi vaitu Dinas
Fendapatan Dasrah Kaotamadia Daerah Tingkat 11 Semarang dan
bagian Pergkonomian Pemerintah hNDaerah Kotamadia [Qaerah
Tingkat 11 Semarang. ¥emudian data vang diperoleh dari
lapangen dan dari sturdi kepustaksan dianatisa secara

kualitat.if dan kuantitatif.
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SUMMARY

There are many Reastaurant, and Inn Exertions in The
Municipality of The Region at The #-nd Lavael Semaranpo. About
these axertions, they have heen reoulated by The Regional
Govarnment. of The Municipality of The Region &t The 2-nd
Lavel Semprpng  in the shane of 8 at The Z-nd Level Semaranag
Mumber 1h/14988 about. Determining of The Regional Regqulation
nf The Municipalily of The Region at The ?-nd Lavel Semarang
in nrder to hold and collect Devetlonmental Tax I {(alre called
The Reoulation of Developmental Tax 13.

The implementation of this Regulation has benn facine a
numher of ohstacles. Among others were that the proprietors
of Festaurant, and Inns did not utilize the orders and the
receipts of pavments provided hy the Mavor, The Head of
Region., did npt keen well the dunlicates of the orders nad
t.he receiplent pavmaents, did nnt show the orders and the
receipts of pavments/ bookeeping end other records possessed
to the lax Fungtionaries/officials having examination.. or
intentionslly showed false records to the officials checking.
Becauss of these, crrtain measures are needed to take by the
Apparstus nf The Regional Government. aof The Municipality of
The fegion at Tha 7-nd Lave)l Semarana, one nf which is by Law
Fnforcement.. 1he lLaw Enforcemant should be executed in
Preventive and Repressive manners, Tha first. menners chould
bhee in the form of oiving concelling, information and control
.o the operation of the Restaurant and Tnns exertons., While,
thr seconnd can have the shape of giving a penal sanction
nfmaximum imprisonment of & manth or a8 mosl. fine of Rp.
RO OO0, -,

Thit Rasearch axemined the actions of Tha Apparatus of
The Reoinnal Government. of Thae Municipality of 1he Region at
1he ¥-nd level Semarana in Mainteining The Regional

Reroulation of 1he Municipality of The Region at. 1he 2?-nd



leval Semarang Number 1571988 and the obstacles found by “he
Reogipnal Governmant .

The nbhiective of this research is to hnow how the Law
Fnfarcement. of The Regional Reaulation of The Municipaiity
0l The Region at The P-nd level]l Semaranc Humberwas 15/1888
practiced.

The method wused in this research was sociological-
iuridical anproach with the populetion of a1l Restourant in
The Regiconal Government of The Municipaltity of 1he Region at
The ?-nd level Semarang with samples taken purposive ssmpling
wera 15 Restaurants and 2 Tnstances, those Aare The Regional
Farning Searvice of The Minicipality of The Region ar The 2-nd
level SemaraAng and The Fconomy Agency nof The Regional
Government, of 1The Municipality of The Regiaon at The 2-nd
ievel Semaramg. Then, the data obtained from the field and

t.he l1iterature study aAare analyzed qualitatively and

puahlitatively.
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BAR T
PENDAHULUAN

Meningkatnva pembangunan di kotemadia Dasarah Tingkat
Il Semarang vano berkesinambungan menuiu Semarang sebagai
Kota Rava/Metropolitan vang berciri : Kota Dagsng, Kota
Budava, Kota Pendidikan dan Kota Wisata, membutuhkan
tersedianya dana vang tidak sedikit. Berhasilnva pembangunan
tersebut. tereantunge puls pasda partisipas{ =eluruh lapisan
masvarakat., Oleh karens 1itu penghimpunan dana untuk
nemhangunan adatah merupakan perwuiudan partisipasi
masvarakat, h9r1u terus menerus dipupuk dan diupavakan
pencembangannya.

Pemberian otonomi pada daerab sudah ditecaskan dalam
Garis-garis RBesar Haluan Negara vaitu berorientasi pada
pembangunan. Yang dimaksud denpan pembanaunan disini adalah
nambengunan dalam arti Tuas vang meliputi seaals kehidunan
dan penghidupan.

Adanva otonomi daerah itu membarikan kewaiiban kepada
daerah untuk melencarkan jalannva pembangunan sebapai SArans
untuk mencapai keseishteraan rakvat vang lerus diterima dan
dileksenakan danasn penuh tanggungiewab.

Untuk melancarkan jslannva pembangunan terkebut maka

dibutuhkan adanva suatu dana vang mencukupi. Sumber rana bagi

daerah, di dalam panielasan umum Undang-undang Neomor § Tahun

1974 tentang Pokok-pokaok Pemerintehan di Daerah digariskan

hahwa daerah disamping mendapatl bantuan dana dari Pemerintah

Pusal.,, dawerall jues diwaiibkan untuk mengeoali segala sumber-

simbhear kedanasan sendiri bherdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang herlpku.

Adapun sumber dana/Pendapatan Asli Daersh Sandird

(MADS) sebsegat tersebul dealam pasal 5% Undang-undana Nomor b

Tahun 1974 prdalsh pebagai barkul



- Pajek Daerah

- Hesi11 Retribusi Daerash

- Hasil Perusahaan Daersh

~ Lain-lain usaha daarsh vang sah.

fralam hubungan ini sesuvai denpan judul penelitian maka
penulis akan membatasi permasatlahannva pada FPajisk Daefah
khususnya Paiak Pembangunan 1.,

Perkembangan Kotamadia Dserab Tingkat 11 Semarang
sebagal hasRil wupava pembanaunan telsh memberikan kenikmatan
disegala bhidano kehidupan masvarakat, diantaranva kenikmatan
dalam hidang/usaha penjuzlan makanan dan minuman berdasarkan
nesanan maupun usaha penvediaan makanan khas daerah, demikian
pula wWsaha rumah penginapsan dan usahs vang bersifat
komersial, wvang menagcunaksan prmbangunan atéu bagian
daripadanva vano khusus rdisediakan bagi wmum untuk bertempat
tinggal dengan memperoleh palavanan serts fasilitas vana
Tain,

Unuk memheriken rasa keadilan bagoi seluruh pengusaha
dan pencegahan timbulnva persaingan yvang tidak sehat, serta
menahimpun dana pembangunan masvarakat, maka dipandang perlu
ussha-usaha terssbut dietur dsn dipungut pajak.

Rerhagai bentuk wsaha tersebut diatur olah peraturan
Paiak Pembanouan 1 ysng dituangkan di dalam Undang-undang
Nomor 14 Tehun 1947 tentang Pajiak Pemhengunan ] sebagaimana
divbah dan ditambaeh dangan Undana-undang Nomor 27 Tahun 1957,

Brrdasarkan Undanc-undang Nomor 1?2 Tahun 1956 ‘tentang
Perimhanagsn Keuvsngan antara Pusat dan Daersah vanga Barhak
Mengurus Rumah Tangganwva Sendiri, jo Peraturan Pemerintah
Nomar 3 Tabun 19457 tentang Penverahan Peisk Haoara Kepada
Narrsh, Rajak Femnbangunan 1 telah diserahkan kepada Deereh
Tingakat 11.

Ni Kotamedia Daerah Tingkat 11 Semarang Pajak
Bamhanagunan 1 diatur delam Peraturan Naarah Kotaprajs Semrang
t.anggsl 72 Marpet 1960 [lLambaran Darrah Propinsi Jawmr Tenogsh

Tahun 1961 Seri H, 48), vang berisku mulai tenogal 31 Oktober

-



1861 dan telsh dua kali diubah, terakhir dengan FPereaturan
Daarsh Kotamadia Semearang tanggel 28 Agustus 1872 (Lembaran
Daerab Propinsi Jawa Tengah Tahun 1973 Seri B 16), sarta
ditetapkan kembali dencan Parpturan Daersh Kotamadia Daarah
Tingkst 11 Semarang Nomor 15 Tahun 1988 tantang Penatapan
Kembali Peraturan Daerah Kotamadis Caerah Tingkat 1] Semarang
untuk mengadaken dan memungut Pajak Pembangunan 1.

Untuk mencapai tujuan vang dikehendaki olah Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 1988 supava dapat berhasil guna dan
berdaya guna tentu diperlukan Lssha Penegakan Hukum terhadap
Peraturan Deersh tersshut. Dengan adanva Penegakan Hukum,
ketimpanoan stau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan
dalam Peraturan daersh tersebut menimal dapat ditangoulangi
stau diatesi.

Adapun ﬁnwajihﬂn~kawajihan veng harus dipenuht Para
Pemilik Usaha Rumah Makan sdalah sebagai beriku
1. Manarik Tarif Paiak Pembangunan [ daripada konsumen.
2. Memungut. Tarif Pajek Pembangunan 1 sebesar 10x (sepuiuh

persenl.,

]

Mamenuhi tatecara pemunoutan;

4, Wajiib mergounekegn surat pesanan atau tands bugti
pambavaran vang disediskan walikotamedisa Kepala Daersah.

5. Manvimpan denpan baik Duplikat Surat Pesanan stau Tanda
Bukti Pembavaran tersebut.

6. Wajib Memperiihatkan Suret Pesanan atRy Tanda Bukti
Pambavaran/Pembukuan, serta chAtatan-catatan 127n vano
fiselenggarakannya Kepadas Peiahat/Petugas Ppjisk yvang
£fedsng mangadakan pemeriksaan,

7. Waiib membaysr pajsk vang terutang Khas Daerah selambat-
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnva. .

Supsyr aluran-aluran yvang tardapat dalem Peraturan
therah Kotamsdia Daargh lingkat 1] Semaranc Nomor 15 Tahun

1954 dapat bariske dimasvarakat diperlukan ruatu peRNAgAkAN

hukum.



Manganai Penegakan Hukum vang dapsat dilakuksn olaeh

Aparat Pamerintah Daerah, Irawan Soejito mengatakan:

"Pembuat Peraturen Deserah berwenang membuat Peraturan
daerah berisikan norma-norma atau kaidah-kaideh yang
harus ditesati, batk oleh Pemerintah Daerah sendiri
hesertes aparaturnve maupun oleh penduduk Daerah
tersebut,. DI samping menialankan sendiri norme-norma
vang harus dilaksanakan oleh Pemarintah Daerah
termasukk peagswai-pegawail Daerah . Pemerintab Daersahn
sudahleh sawajarnva mengawasi pemenuhan segals sesuatu
vang tercantum dalam kaidak-kaidah 1itu oleh penduduk
daerah vano bersanghutan dan tila dianagap perlu untuk
memaksakan penduduk untuk mentaati kaidah-kaidsh itu,
atau denaan l1ain perketaan, Pemerintah Daerah
berwenang untuk menegakkan Peraturan [Daerah” (Scejito,
1990 @ 62),

Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah untuk mencegah
terisdinve tindsk pidana, dapst dikatakan bahwa pelangoaran
terhadap Peraturan bLDeerah Dapert dijatuhkan sankst
administratift tanpa harus dengan penijiatuhan pidana. Adapun
sankR1 administretif herupa

a. Teguran lisan den atau tertulis;
b. Paksasan Pemerintahan {Bastuursdwang):
Usha Paksa {Publiekrechtaliike dwanoson);

G
d. Penutunan Tampat Usaha {Stuiting van een inrichting);

e. Penohentian kegigtan mesin Parusshsan {(Buiten
gehruik stelting van een toestal);

f. Pencabutan 1izin melalui proses : teguran, paksaan
kepolisian, penutipan dan usng pakss (Rangkuti,
1994 @ 20).

Penaegakan hukuin terhadep Peraturan Daerah dalgm arti
pEnaawagsan operasional dan penharapan ssnksi administratif
juaa rangat dipengaruhi oleh keadasen masvarakat dimana
Peraturasn Daerah vana mepngstur mencenai Usaha Rumah Makan
dibartakukan, vaity masvarakat veang terdiri dard pemilik

IJsahs Rumah Makan di Kotemadia Deerah Tingkat 11 Semerang.





